
BUPATI TAKALAR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI TAKALAR 
NOMOR 40 TAHUN 2020 

TENTANG 

P E N J A B A R A N ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAKALAR, 

Mt r.imhang bahwa u n l u k melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah nomor 5 T a h u n 2020 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2 0 2 1 , perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupat i Takalar tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
T a h u n Anggaran 2021 

Mcngingal : 1. Undang-undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 
Pembcntukan Daerah-daerah Tingkat I I di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-u ndang Nomor 28 T a h u n 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yahg Bers ih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T a h u n 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-undang Nomor 15 T a h u n 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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6. Undang-undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-undang Nomor 27 T a h u n 2009 tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043); 

8. Undang-undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T a h u n 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

11 . Undang-undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kal i terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 T a h u n 2000 tentang 
Keuangan Kepala Daerah dan Waki l Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 T a h u n 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 T a h u n 2005 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4540); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 T a h u n 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 T a h u n 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 T a h u n 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 T a h u n 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 T a h u n 2005 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 T a h u n 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 T a h u n 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instans i Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 T a h u n 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

23 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 T a h u n 2010 tentang 
Standar Akuntans i Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 83 T a h u n 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2012 
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5351); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kal i terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 T a h u n 2013 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 24 T a h u n 2009 tentang Pedoman Tata 
Ca ra Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Parla i Politik; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 
2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 
T a h u n 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

3 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 T a h u n 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 2 1 ; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Taka lar Nomor 04 Tahun 
2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah 
Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar ; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Taka lar Nomor 5 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Taka lar T a h u n Anggaran 2 0 2 1 ; 
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MEMUTUSKAN 

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2021 sebagai 
bcrikut : 
a. Pendapatan : 

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 195.857.287.800,00 
Pajak Daerah Rp. 74.447.500.000,00 
Retribusi Daerah Rp. 17.139.000.000.00 
Hasii Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan Rp. 9.963.787.800,00 
Lain- ia in PAD >'ang Sah Rp. 94.307.000.000,00 

2 . Pendapatan Transfer Rp. 933.427.764.716,00 
- Transfer Pemerintah Pusat Rp. 884.751.601.000,00 
- Transfer Antar Daerah Rp. 48.676.163.716,00 

3 Lain-lain PendapaLan Daerah yang Sah Rp. 41.115.447.200,00 
Lain- la in Pendapatan Sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan Rp. 41.115.447.200,00 
Jumlah Pendapatan Rp. 1.170.400.499.716,00 

Belanja : 
1. Belanja Operasi Rp. 896.202.468.399,00 

- Belanja Pegawai Rp. 594.740.320.281,00 
Belanja Barang dan J a s a Rp. 296.851.958.118,00 
Belanja Hibah Rp. 2.280.190.000,00 
Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.600.000.000,00 

2 . Belanja Modal Rp. 147.238.279.635,00 
Belanja Modal Tanah Rp. 12.320.107.915,00 
Belanja Modal Peralatan Mesin Rp. 31.186.626.523,00 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 53.436.202.797,00 
Bclanja Modal J a l a n , Jar ingan dan 
Irigasi Rp. 46.661.979.676,00 
Belanja Modal AseL Tetap La innya Rp. 3.633.362.724,00 

3 . Belanja Tidak Terduga Rp. 3.259.138.202,00 
- Belanja Tidak Terduga Rp. 3.259.138.202,00 

4. Belanja Transfer Rp. 149.000.613.480,00 
Belanja Bagi Hasil Rp. 4.646.694.480,00 
Belanja Bantuan Keuangan Rp. 144.353.919.000,00 
Jumlah Belanja Rp. 1.195.700.499.716,00 
Surplus/ (Defisit) Rp. (25.300.000,000,00 

Pembiayaan 
1, Penerinuian Rp. 33.000.000.000,00 

- SiLPA Rp. 33.000.000.000,00 
2. Pengeluaran Rp. 7.700.000.000,00 

Penycrtaan Modal (Investasi) Pemda Rp. 7.700.000.000,00 
Jumlah Pembiayan Netto Rp. 25.300.000.000,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan N I H I L 



Pasal 2 
Ringkasan rVi i jabaian APBD sebagaimana d imaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Bupat i ini . 

Pasal 3 
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut 
dalam Lampiran II Peraturan Bupat i ini . 

Pasal 4 
Lampiran sebagaimana d imaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat i in i . 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupat i in i 
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat 
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 
Peraturan Buj jat i ini mulai berlaku pada tanggal 1 J a n u a r i 2021 

Agar setiap c)rang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Ber i ta Daerah Kabupaten Takalar . 

Pasa l5 

t K a p k a n di Taka lar 
^•dsNSmggal 30 Desember 2020 

A K A L A R , 

UiUi 'dangkan di Takalar 
• '̂-"dc; tanggal 3 0 Desember 2020 

i;ii;T*.:^ETA.vjs D A E R A H , 

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020 NOMOR 40 
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